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Abstrak
 

Larangan untuk orang asing mempunyai hak milik atas tanah sudah diatur secara tegas pada berbagai pasal

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Namun, masih banyak orang asing yang berusaha mempunyai tanah dengan hak milik. Mereka

mengesampingkan larangan dalam UUPA tersebut dengan melakukan praktik nominee arrangement, yakni

membuat seperangkat perjanjian antara warga negara Indonesia dengan orang asing yang memberikan orang

asing kewenangan untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap tanah. Praktik semacam ini

sebagaimana dapat dilihat dalam 5 (lima) putusan yang menjadi bahan analisis, yakni putusan antara

Karpika Wati melawan Alain Maurice Pons dan Eddy Nyoman Winarta, S.H. (PN Denpasar, 2014), Dodi

Usman melawan dr. Marc van Loo, Notaris H. Abdul Rahman, S.H., Elias Ola Perlolon (PN Tanjung

Pinang, 2020), Louise Marie France Sumadi melawan Desak Nyoman Karmini, PT Bank Perkreditan

Rakyat Padma, Alfred Victor Weiss, Notaris Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, S.H., Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, dan Kho Tjauw Tiam (PN Denpasar,

2020), Lambertus Hugo Johannes Maria Pruest melawan Shinta Purnamawati (PN Depok, 2019), serta

putusan antara Antoni Suyanto melawan Marcus Lerijen dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

(PN Mataram, 2017). Praktik ini menimbulkan persoalan Hukum Perdata Internasional (HPI) akibat adanya

unsur asing. Prof. Maria Sumardjono dan Prof. Sudargo Gautama menyebut praktik terkait sebagai

penyelundupan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan menggunakan metode penelitian

yuridis-normatif, diadakanlah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik ini dilakukan

di Indonesia beserta aspek-aspek HPI yang ada di dalamnya. Selain itu, untuk mengidentifikasi bidang

hukum apa yang terjadi dalam penyelundupan hukum yang dimaksud kedua ahli tersebut.

......The prohibition for foreigners having the right of land ownership has been strictly regulated in various

articles in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA). However, there are still

many foreigners who try to have land with ownership rights. They overrule the mentioned prohibition in

UUPA by carrying out the practice of a nominee arrangement, namely making a set of agreements with

Indonesian citizens that give foreigners the authority to take all legal actions upon the related land. This kind

of practice can be seen in 5 (five) decisions which become the analysis materials, namely the decisions

between Karpika Wati against Alain Maurice Pons and Eddy Nyoman Winarta, S.H. (Denpasar District

Court, 2014), Dodi Usman against dr. Marc van Loo, Notary H. Abdul Rahman, S.H., Elias Ola Perlolon

(Tanjung Pinang District Court, 2020), Louise Marie France Sumadi against Desak Nyoman Karmini, PT

Bank Perkreditan Rakyat Padma, Alfred Victor Weiss, Notary Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, S.H. ,

Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency for Badung Regency, and Kho

Tjauw Tiam (Denpasar District Court, 2020), Lambertus Hugo Johannes Maria Pruest against Shinta

Purnamawati (Depok District Court, 2019), as well as the decision between Antoni Suyanto against Marcus

Lerijen and the Land Office West Lombok Regency (PN Mataram, 2017). This practice gives rise to a
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Private International Law (PIL) issue due to the presence of foreign elements. Prof. Maria Sumardjono and

Prof. Sudargo Gautama called the related practice as a legal smuggling. Based on this background, using the

juridical-normative research method, this paper is conducted which aims to analyze how this practice is

carried out in Indonesia and the PIL aspects contained therein. In addition to that, to identify what field of

law occurs in the legal smuggling referred to by the two experts.


